PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN
BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
(Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 21 Tahun 2016,

tanggal 20 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER| KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (b} Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemer-
intah Daerah, perlu mengatur mengenai penggu-
naan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan
biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama milik pemerintah daerah;

bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana
kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa
pelayanan kesehatan dan dukungan biaya opera-
sional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
milik pemerintah daerah yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
Tahun 2014 belum dapat menampung perkem-
bangan kebutuhan implementasi penyelengga-
raan jaminan kesehatan nasional sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kes-
ehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomar 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomaor 58, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan  {(Lembaran Negara

* Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29} se-

bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
20186 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten-
tang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Ke-
sehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Dae-
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Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesa-
ian sengketa” antara lain negosiasi, mediasi, kon-
siliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.
Avyat (2)

Cukup jelas.
Pasal 154

Cukup jelas.
Pasal 155
Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 156 s/d Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat penyi-
dik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum” adalah pejabat
penyidik pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan
intelektual.

Ayat (2)
Huruf a s/d Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Menyita bahan yang digunakan untuk mem-

,buat barang hasil pelanggaran yang dapat dijadi-

kan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
Paten, Dengan adanya penyitaan oleh Penyidik,
bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh Terl-
apor untuk membuat barang hasil tindak pidana
di bidang Paten.

Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang Paten tidak termasuk menyita
mesin pembuat barang tersebut sepanjang dapat
dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut dapat
digunakan untuk memproduksi barang lain yang
bukan merupakan tindak pidana bidang Paten,
Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai

hak untuk melakukan penangkapan, penahanan,

penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), pence- | -

gahan dan penangkalan terhadap tindak pidana

dibidang Paten dengan meminta bantuan pihak |

Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi, pi-
hak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.
Huruf i

Cukup jelas.
Ayat (3) s/d Ayat (b)

Cukup jelas.
Pasal 160 s/d Pasal 166

Cukup jelas.
Pasal 167

Tindakan impor paralel (parallel impor) dan |

provisi bolar (bolar provision) dikecualikan dari
ketentuan pidana dan gugatan perdata sehing-
ga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan
melakukan tindakan tersebut.
Huruf a

Dikecualikannya impeortasi produk farmasi se-

bagaimana dimaksud dalam huruf a pada Pasal ini |

adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar
dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi
yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manu-
sia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga
suatu produk di Indonesia sangat mahal diband-
ingkan dengan harga yang telah beredar secara
sah di pasar internasional.
Huruf b

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin
tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah

- berakhirnya masa pelindungan Paten. Dengan

demikian, harga produk farmast yang wajar dapat
diupayakan.

Yang dimaksud dengan proses perizinan
dalam huruf ini adalah proses untuk penguru-
san izin edar dan izin produksi atas suatu produk
farmasi pada instansi terkait.

Pasal 168 s/d Pasal 173

Cukup jelas.
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rah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 81);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jami-
nan Kesehatan Nasional {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaima- .

na telah diubah dengan Peraturan Menteri Kes-
ehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Peruba-
han Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional {Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874};

9. Peraturan Menteri ‘Kesehatan Nomor 59 Tahun
2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kes-
ehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 ten-
tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 435); :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESE-
HATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KE-
SEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya

disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindun-
gan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di-
berikan kepada setiap orang yang telah mem-
bayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerin-
tah.

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selan-
jutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan
yang bersifat non spesialistik untuk keperluan ob-
servasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/
atau pelayanan kesehatan lainnya.

3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-
bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP ber-
dasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan ke-
sehatan yang diberikan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya
operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditu-
jukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layan-
an umum daerah.

BAB I
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Pasal 3 3
(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diman-
faatkan seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
" b. dukungan biaya operasional pelayanan kes-
ehatan.
{2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kese-
hatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurang-
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{3

(4)

(5)

(2)

(3)

nya 60% {enam puluh persen) dari penerimaan

Dana Kapitasi,

Alokasi untuk pembayaran dukungan bia\,'a op-

erasional pelayanan kesehatan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar

selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan
besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun den-

gan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan

mempertimbangkan:

a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah
Daerah;

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan
dalam rangka mencapai target kinerja di bi-
dang pelayanan kesehatan: dan

¢. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai., .

Format Keputusan Kepala Daerah mengenai

penetapan besaran alokasi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (4) tercantum dalam Formulir 1

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB Il
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pem-
bayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tena-
ga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang
meiakukan pelayanan pada FKTP.
Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegé-
wai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan mempertimbangkan variabel:

a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
b. kehadiran.

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan seb-

(5)

(6)

{7}

agaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai

sebagai berikut:

a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima
puluh});

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keper-
awatan (Ners), diberi nilai 100 (seratys); :

c. tenaga kesehatan paling rendah S$1/D4, diberi
nilai 80 (delapan puluh};

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam
puluh};

e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau
asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima
puluh); dan .

f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi ni- |
lai 25 (dua puluh lima).

Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

yang merangkap tugas administratif, diberi nilai

sebagai berikut:

a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga
yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP:

b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga
yang merangkap tugas sebagai bendahara
Dana Kapitasi JKN; dan

¢. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga
yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata
Usaha atau penanggung jawab penatausa- |
haan keuangan.

Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

yang merangkap tugas sebagai penanggung jaw-

ab program atau yang setara, diberi tambahan ni-
lai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang
setara.

Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) yang memiliki masa kerja:

a. b5 {lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) ta-
hun, diberi tambahan nilai 5 {lima):

b. 11 {sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima
belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepu-
luh);

c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20
(dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15
(lima belas);

Buslness News 903 56-%-2016




PENGUMUMAN/ PERATLIRAN P

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25
{dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai
20 (dua puluh); dan

e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi
tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

(8} Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1'{satu) poin
per hari; dan -

b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktun-
ya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh)
jam, dikurangi 1 {(satu} poin.

{9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling
banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai se-
bagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

{(10)Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh mas-
ingmasing tenaga kesehatan dan tenaga non ke-
sehatan dihitung dengan menggunakan formula
sebagai berikut:

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA
KAPITASI DI FKTP PEMDA

Tangging |
P lmss Jdsnia man] [ Ranghap Jdnwab
Kahadiran [ic] § Ketana [|| Karle '-| Tugss Fir Prograrm
i L i 4 __!
J«El_mlmmnm Wang
diprgang
‘ Totel Jumiah Seluruh Point [ Jasa Palnyarian
| Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1

bulan

(11)Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang
diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan

dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (10) tercantum dalam Formulir 2
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
{1} Alockasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukun-
gan biaya operasional pelayanan kesehatan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di-

{2)

(3}

(4)

(5)

(6)

(7)

manfaatkan untuk:

a. biaya gbat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai; dan

b. biaya operasionalypelayanan kesehatan lain-
nya

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehat-

an lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf a, meliputi: ‘

a. belanja barang operasional, terdiri atas:

1. pelayanan kesehatan dalam gedung;

2. pelayanan kesehatan luar gedung;

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan
puskesmas keliling;

4. bahan cetak atau alat tulis kantor;

5. administrasi, koordinasi program, dan
sistem informasi;

6. peningkatan kapasitas sumber daya manu-
sia kesehatan; dan/atau

7. pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana
yang pelaksanaannya sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis
habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang ter-
kait dengan dukungan biaya operasional pelayan-
an kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD
dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

harus mempertimbangkan ketersediaan yang di-

alokasikan oleh pemerintah dan pemerintah dae-

rah. ;

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus berpedoman pada formulari'um nasional.

Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang

dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5],

dapat menggunakan obat lain termasuk obat tra-

disional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka

secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Di-

nas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan,

bahan medis habis pakai, dan biaya operasionai

pelayanan k;esehatan lainnya sebagaimana di-
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maksud pada ayat (1) tercantum dalam |lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini. -

Pasal 6
Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan
biaya operasional pelayanan- kesehatan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

BAB V
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI
Pasal 7

{1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa
Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun angga-
ran berikutnya. ;

{2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) berasal dari dana dukun-
gan biaya operasional pelayanan kesehatan maka
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk du-
kungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

{3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1} berasal dari dana jasa pelayan-
an kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat
digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 8
Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam ren-
cana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang
dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sat-
uan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Per-
aturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara
berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pen-
gawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kese-
hatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan |

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehat-
an Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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